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Hal 1 l = rp80 miliar

2018.

“Berdasarkan data yang
kita miliki dari hasil down-
load tersebut, ada daftar
nama penerima hibah yang
terindikasi tidak sesuai den-
gan klasifikasi besaran peny-
alurannya,” akunya.
Persoalan yang muncul,
kata Wahyudi, adalah ad-
anya kekhawatiran masyara-
kat bahwa pada skema dana
hibah tersebut rawan terjadi
tindakan melanggar hukum.
“Untuk menyatakan
sarat kepentingan korup-
si atau tidak, tentu perlu
menggunakan metode ter-
tentu. Salah satunya, mung-
J kin perlu dilakukan audit
- ] kepatuhan (compliance au-
- | dit) oleh auditor indepen-

- { den,” anjurnya.
. Penyaluran dana hibah
| juga membuka kemungki-
4 nan titipan berdasarkan ke-
{ pentingan politik, Wahyudi

e

V uModus penyalahgunaan

Hibah dan Bansos

menjadi konsennya.
“Intinya, jangan -sampai
anggaran daerah termasuk
dana hibah diseret-seret un-
1 tuk kepentingan pribadi dan
untuk memperkaya diri. Ini
yang terpenting,” tegasnya.
Menurut dia, transpar-

Pemkab Sambas 2018 oleh
berbagai kalangan dipertan-

terkait dana hibah APBD
Sambas 2018.

| menegaskan, hal ini juga

ansi penyaluran dana hibah

yakan. Tapi, Pemda Sambas.
sampai saat ini belum juga
membuka keran informasi

Dikhawatirkan apa
yang menjadi penyebabnya
adalah memang terdapat
kekeliruan sehingga muncul
kesan ditutupi.

«Karena mengacu pada
Permendagri No 13 Tahun
2018 dan Permendagri No
123 Tahun 2018 serta Per-
aturan Bupati No 49 Ta-
hun 2018, PemKab Sambas
mencermati  terjadi keke-
liruan dalam proses penyal-
uran dana hibah, baik hibah
uang maupun hibah barang,”
tegas Wahyudi.

Menanggapi sorotan
penyaluran ~ dana hibah
Pemkab Sambas 2018, Ke-
pala Badan Keuangan Dae-
rah (Bakeuda) Kabupaten
Sambas, H. Rachmad Robbi
mengatakan, tak semua OPD
dapatkan dana hibah.

«Tidak semua Organisasi

 Perangkat Daerah dapat dana

‘hibah. Biasanya OPD yang
langsung ke masyarakat sep-
erti Dinkes, PU, Dinsos-PMD,
Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan. Hibah berupa ba-
rang ke masing-masing OPD
itu diatur oleh OPD tersebut
bentuknya dan penyaluran-
nya seperti apa,” kata Robbi,
Rabu (31/7). .

Besaran atau plafon da-
na hibah juga telah diatur
sedemikian rupa sehingga
jelas peruntukannya.

“Kalau hibah berbentuk
uang ada plafonnya sesuai
Perbup No 59 Tahun 2018.
Dan disalurkan melalui bi-
dang BPKD di Bakeuda. Tata
cara pengajuan juga ada di
Perbup tersebut,” sebut dia.

“Ada juga hibah dari

pusat yang sudah diarahkan
langsung oleh Pemerintah
Pusat, dari DAK non-fisik ini
berupa uang. Misalnya, ban-
tuan kepada PAUD atau TK
swasta dan lain-lain,” jelas
Robbi.

Diketahui, dana hibah
Pemkab Sambas Tahun 2017
dalam bentuk uang sebesar
Rp37.2 miliar dan Rp16.281
miliar dalam bentuk barang:
Sedangkan pada tahun 2013
dana hibah dalam bentuk
uang sebesar Rp25 miliar
dan sisanya dalam bentuk
barang. Dari total anggaran
hibah 2018 terealisasi Rp75
miliar.

“Besaran dana hibah
ini didapat setelah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
menjadikan satu angga-
ran hibah berupa uang dan
barang. = Sehingga men-
jadi Rp75 miliar di APBD
2018. BPK bahkan biasanya
melakulan pengecekan ke-
pada pihak penerima hibah
tanpa sepengetahuan kita”
ungkapnya.

Robbi membantah tudi-
ngan Pemkab Sambas menu-
tup informasi laporan peny-
aluran dana hibah. Disebut-
kannya, laporan penyaluran
dana hibah telah dipaparkan
dan terpublikasi dalam LKPj
Bupati Sambas Tahun 2018,
tidak dalam dokumen APBD
2018.

“pada tahun ini kita su-
dah masukkan detailnya di
LKPj Bupati Sambas dan
ini dilakukan setiap tahun-
nya. Memang tidak kita
masukkan di APBD, karena
memang tidak mesti di situ.
Nilainya ada di APBD, tapi
kalau secara detail kita ma-
sukkan di LKPj Bupati Sam-
bas katanya.

Pemda Sambas, sebut
Robbi, telah melaporkan
semuanya kepada DPRD
Kabupaten Sambas, sehing-
ga tidak ada satu pun hal
yang terkesan ditutupi.
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- “Kalau di LKPj ini (lapo-

terdapat pos khusus dana
hibah yang menjelaskan tar-
get besaran hibah sebanyak
Rp80 miliar, melainkan tar-
get belanja hibah 2018 sebe-
sar Rp24.454.200. 000.
Setelah ditelusuri lebih
lanjut, ternyata item belanja
hibah lainnya telah dima-
sukkan ke dalam pos-pos
anggaran kegiatan yang me-
nyebar di sejumlah OPD. Sa-
tu satunya Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Dinsos-PMD).
Realisasi Penyaluran
Dari data yang diperoleh
Suara Pemred, Dinsos-PMD
mendapatkan dana hibah sebe-
sar Rpl.246.902.000, dan yang
terealisasi Rp1.243.172.250, atau
99,70 persen.
" Sekretaris Dinsos-PMD
Kabupaten ~Sambas, Edi
‘menyebutkan ~ * anggaran

tersebut dipergunakan un-
tuk bantuan sosial kepada
masyarakat yang terdiri
atas tiga jenis bantuan yaitu
Kelompok Usaha Bersama,
PAB, dan Fasilitasi -Bahan
Kantor Desa

“Di antara penggunaan
dana hibah yang masuk di
Dinsos-PMD terdapat tiga
kegiatan yang telah dire-
alisasikan. Yang termasuk
dalam bantuan sosial kepada
masyarakat,” sebut Edi, Ra-
bu (31/7).

Selain Dinas Sosial dan

‘Desa, penyalur dana hibah
Pemkab Sambas 2018 yakni
Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan.

12018 di

Pemberdayaan. Masyarakat

yayasan pendidikan swasta
atau masyarakat,” kata Sab-
han, Sabtu (3/8).

Dijelaskannya, hibah pa-
da Dinas Pendidikan diteri-
ma oleh Unit Pendidikan
Swasta dan bukan sekolah
negeri.

“Yang bersifat hlbah
adanya di sekolah{;s:(éykgiah
swasta. Begitu juga'di PAUD
itu juga yang non-formal, ta-
pi untuk sekolah seperti TK
Negeri tidak mendapatkan
hibah,” imbuhnya. =~ =

Dalam data yang di-
peroleh Suara Pemred, be-
saran dana hibah tahun
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sebesar
Rp10.958.982.200. Dana

_hibah yang terealisasi atau
tersalurkan hanya 68 persen

yakni Rp7519. 835 900.

Sementara
dana hibah dari Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas, seban-
yak 337 penerima Bantuan
Operasional Penyeleng-
garaan (BOP) kepada PAUD,
TK, dan Kelompok Belajar
Swasta dengan total belanja
Rp6.235.200.000.

Kerap Disalahgunakan

Aktivitas Gemawan,
Sri Haryanti mengatakan
hibah dapat diberikan oleh
pemerintah daerah sesuai
dengan kemampuan keuan-
gan derah yang bertujuan
untuk menunjang capaian
sasaran program dan keg-
iatan pemerintah daerah.
Semuanya diatur dalam Per-
mendagri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Ta-

A~ “penerima

pemerintah = daerah lain,
Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik
Daerah, dan atau badan,

‘lembaga, dan organisasi ke-

masyarakatan berbadan hu-:
kum Indonesia.

“Namun, kesempatan ini
tidak jarang dimanfaatkan
oleh pihak tertentu (oknum)
dengan tujuan menguntung-

kan diri sendiri, atau orang

lain atau suatu korporasi,”

ujarnya, Minggu (4/8).
Padahal,  Kemendagri

Thahjo Kumolo mengingat-

" kan pejabat daerah, terlebih

kepala daerah untuk mencer-
mati perencanaan pengang-
garan sehingga dilakukan se-
cara selektif, dan dapat diper-
jawabkan, khusus-
nya terkait dana hibah yang
rawan praktik korupsi.
Dijelaskan dia, korupsi
dana hibah dapat melibat-
kan berbagai pihak mulai
dari oknum eksekutif, leg-
islatif maupun swasta dan
organisasi masyarakat lain-
nya. Adapun modus cukup
beragam, di antaranya mark
up anggaran, proses peng-
ganggaran dana hibah tanpa

melalui prosedur yang ber-

laku, seperti tidak dilakukan
verifikasi lembaga pemo-
hon, penyampaikan laporan

tidak tepat waktu, sampai
pembentukan lembaga fiktif

“hingga tidak menggunakan
~ dana hibah sesuai dengan

peruntukan atau tujuannya.

Kepala Dinas Pendidi- =

ran penyaluran hibah) sudah ~ kan dan Kebudayaan Kabu- hun Fl dantang Pedoman S
diekspos dan sudah dibahas  paten Sambas, H. Sabhan Pemberian Hibah dan Ban- Komusi Pemberantasan
bersama oleh DPRD Ka-  mengakui instansi yang dip- tuan Sosial yang Bersumber  Korupsi (KPK) sudah mem-
bupaten Sambds, tidak ada  impinnya menyalurkan qana  dari Anggaran Pendapatan berikan peringatan _agar
yang ditutupi,”tegasnya. tithah; dan Belanja Daerah. pengelolaan dana hibah dan

Hasil penelusuran Suara “Hibah disalurkan ke- ! Berdasarkar} I?asal 5 bansos mengacu pada regu-
Pemred pada LKPj Bupati pada mereka yang layak hibah dapat fllberlkan ke- lasi danberpegangteguh pa-
Sithas TR RO o menebutohlargl N | PEcR  pemerintah pesat, da asas keadilan, kepatuhan,

rasionalitas, dan manfaat
yang luas bagi masyarakat
sebagaxmana diatur dalam
Permendagn Nomor 14 Ta-
hun 2016. Alasannya, agar
pe!lgeblaan dana hibah jauh
dari kepentingan pribadi
serta kepentingan lainnya.

" “Salah satu tantangan

dalam pencegahan korupsi
termasuk dana hibah adalah
masih minimnya publikasi
terkait dana hibah, baik
anggaran maupun realisasi
penggunaan dana hibah
tersebut,” ungkapnya. ]
Salah satu muatannya ter-
dapat dalam Impres Nomor
10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberan-
tasan Korupsi Tahun 2016
dan 2017 adalah transparansi
dan akuntabilitas penyaluran
dan penggunaan dana hibah
dan bantuan sosial yang men-
jadi tanggungjawab - pemer-
intah ‘daerah, baik provinsi
maupun kabupaten/kota se-
hingga terpublikasinya daftar
penerima dan pertanggung-
jawaban penggunaan -dana
hibah dan bantuan sosial pada
website pemerintah daerah.
“Di sisi lain juga masih
terbatasnya keterlibatan ma-
syarakat dalam proses pen-
gawasan keuangan negara,
baik di tingkat pusat mau-
pun daerah. Oleh karena itu
penting adanya keterbukaan
pengelolaan dan penyaluran
dana hibah sehingga me-
ningkatkan partisipasi dan
akuntabilitas  pengelolaan
keuangan negara,” tutupnya.
(noi/sms/has)
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